
I SALINAN I 

Menimhang : 

UPTI BADUNG 
PR0VIs! BALI 

ERA TUAN UATI BADUNG 
NOMOR I TAAUN 20 

TENTANG 

JMERIAN TAMAHAN PENGHIASIL.AN KEPADA 
PEGWAI APARATU SIL NEGARA 

DENGAN RAHMAT TUAN YANG MAHA ES 

BUPATI BADUNG, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3 
Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2019 tentan~ 
Pengelolaan Keuangan Dacrah, perl menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan hepali 
Pegawai Aparatur Sipi] Negara; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-dacrah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusn Tenggara Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undaag Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahaa Lembarn Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimans telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomar 15 Tahan 22019 tetang Perubahan tas Undang 
Undang Nomor 12 Tann 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perunang-undangan [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 20141 tentang paratur 
Sipil Negara tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomr 5494}; 

5. Unlang-Ur:dang Nomor 23 Thun 2014 tentang 
Pemerintabn Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Thur 204 Nor.Gr 244, Tambaan Lembaran 
Negara Republik Inds::esia Namur 5587} sehageimana telah 
diubah beberay kn, terakhir deugan 'ndang-Undang 
Nomor I Tahan a2 entang ubungan eungan Antara 
Penerintah Pus. Jan Pemerintah Daerah (lemabaran 
Negara Republia Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tarbahan Lem:hear. Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757: 

r 
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.. 12 Tahun 2019 tentang 

6. Peraturan Pemerintah No" ,~baran Negara Republik 
Pengelolaan Keuangan Daera! '["" rambahan Lembaran 
Indonesia Tahun 2019 Nomor :» 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); ,_ 
. Nee Nomor 80 Tahun 2015 

7. Peraturan Menteri Dalam «cgen Da th (Berita . 1ber ka Produk Hukum aeran tentang Pemi nturan = 2036) 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ; 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter 
o.~.#h r vegeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

B. tentang Pedoman Teknis Pengelolaan . Keuangan Dacra� 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 
Nomor 1781); 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan % 

1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung. 
3. Bupati adalah Bupati Badung. 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 
5. Aparatur Sipil Negara yang sclanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada 
instansi Pemerintah Daerah. 

6.. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat 
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
Pemerintahan. 

7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat 
CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 
syarat tertentu, dan belum diangkat sebagai PNS secara 
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian. 

8. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang 
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia 
yang memenuhi syarat tertentu, yang iangkat 
berdasarkan perjarjian untuk jangka waktu tertentu 
dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan di 
lingkungan Pemerintah Daerah. 
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9. Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kcrja yang 
selanjutnya disingkat CPPPK adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 
berdasarkan perjanjian untuk jangka waktu tertentu dalam 
rangka melaksanakan tugas Pemerintahan. 

10. Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil 
Negara yang sclanjutnya disingkat TPP adalah tambahan 
penghasilan yang diberikan kepada ASN. 

II. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang selanjutnya 
disingkat LHKPN adalah seluruh harta kekayaan wajib 
lapor LHKPN yang dituangkan dalam formulir yang 
ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 

I2. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang 
selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan harta 
kekayaan yang disampaikan olch pejabat dan pegawai 
selain wajib lapor LHKPN. 

13. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang 
selanjutnya disingkat TP-TGR adalah kewajiban untuk 
mengganti kerugian Daerah oleh para pengelola keuangan 
Daerah. 

14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak ASN. 

15. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan 
tingkat seorang ASN dalam rangkaian susunan instansi 
pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis 
pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan 
dan tanggung jawab dan tidak persyaratan kualifikasi 
pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian. 

16. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah 
PNS yang ditunjuk untuk menduduki Jabatan struktural di 
lingkungan Pemerintah Daerah apabila pcjabat definitifnya 
berhalangan sementara. 

17. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat PIt adalah PNS 
yang ditunjuk untuk menduduki Jabatan struktural di 
lingkungan Pemerintah Daerah apabila pejabat definitifnya 
berhalangan tctap. 

18. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni 
meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, 
pmnjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas 
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan 
fasilitas lainnya. 

BAB II 
MAKSUD DAN TU JUAN 

Pasai 2 

(I) TPP diberikan berdasarkan kemampuan k 
Daerah. euangan 

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
untuk : 
a. meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi PD;dan 
b. meningkatkan kinerja dan kescjahteraan ASN. 
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BAE III 
RITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWA 

APARATUR SIPIL NEGARA 

Pasad 3 

(I) TPP diberikan berdasarkan Jabatan dan kelas Jabatan 
dimaksud pada ayat (I) ditentukan 

(2) TPP scbagaimana 
berdasarkan: 
a. beban kerja; 
b. prestasi kerja; 
c. kondisi kerja; 
d. kelangkaan profesi; dan/atau 
e. pertimbangan objektif lainnya. 

Pasal 4 

(1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibcrikan kepada ASN yang 
dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja 
normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam 
(seratus dua belas koma lima jam), perbulan dari besaran 
TPP. 

(2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diberikan kepada ASN 
yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya 
dan diakui oleh pimpinan diatasnya. 

(3) TPP berdasarkan kondisi kerja scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diberikan kepada ASN 
yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki 
risiko tinggi sepcrti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan 
lainnya. 

(4) Rincian kriteria berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: 
a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit 

menular; 
b. pckerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan 

kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif; 
c. pckerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; 
d. pekerjaan yang bcrisiko dengan aparat pemeriksa dan 

penegakan hukum; 
e. peckerjaan satu tingkat dibawahnya diburuhkan 

analisa atau Jabatan yang sctingkat, namun tidak ada 
pejabat pelaksanaannya; dan/atau 

f. pekcrjaan satu tingkat dibawahnya sudah didukung 
oleh Jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan 
struktur dibawahnya. 

(5) TP P berdasarkan kelangkaan profesi scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, diberik k ida ASN • nt :r:an epaa 3N yang melaksanakan tugas pada Jabatan Pimpinan Tertinggi. 

(") TPP berdasarkan pertmbangan objckuf lainnya diberkan epada ASN sepanjang di· tk Pe da ee amanat can oleh Peraturan 
5Z"IS"ZZZz77.zeta»a coo ensta aerah. 
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Pasal 5 

Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja, prestasi 
kerja dan kondisi kerja swbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (2) huruf a, hurui b, dan huruf c, sesuai kemampuan 
keuangan Daerah dari besaran basic TPP. 

BAB IV 
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR 

SIPIL NEGARA 
Pasal 6 

(1) Penetapan besaran Tpp per masing-masing Jabatan 
dihitung dengan melakukan penjumlahan dari total 
perkalian antara basic TPP dengan masing- masing kriteria 
TPP. 

(2) Penetapan besaran basic TPP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) didasarkan pada parameter scbagai berikut: 
a. Kelas Jabatan; 
b. indcks kapasitas fskal Daerah; 
c. indeks kemahalan kontruksi;dan 
d. indeks penyelenggaraan Pemcrintah Daerah. 

(3) Besaran basic TPP scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dihitung menggunakan rumus tunjangan kinerja Badan 
Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan kali indeks kapasitas 
fiskal Daerah kali indeks kcmahalan kontruksi kali indeks 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

(4) Besaran TPP per masing-masing Jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

BAB V 
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR 

SIPIL NEGARA 

Pasal 7 

(I) TPP untuk setiap Jabatan diberikan berdasarkan Kelas 
Jabatan. 

(2) TPP bagi CPNS/CPPPK dibayarkan sesuai dengan Jabatan 
yang tercantum pada Keputusan pengangkatan sebagai CPNS/CPPP 

(3) TPP bagi CPNS/CPPPK dibayarkan terhitung mulai tanggal surat pernyataan menjalankan tugas. 

(4) TPP bagi CPNS/CPPPK formasi Jabatan pelaksana 
dibayarkan scbesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai 
TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya Keputusan 
pengangkatan dari CPNS/CPPp menjadi PNS/PP. 

65) TPP bagi CPNs tormast jabatan tungsional irbayarkan Jseb sar BO%. (deiapan puluh pcrscn) dari nilai TPP abatan fungsional tersebut. 
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6) Dalam hal setelah terbitnya Keputusan belum ditetapkan 
" ,etas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah 

Jabatan pada peta Jabatan, TPP diberikan sebesar 100% 
(seratus persen) dari nila TPP Kelas Jabatan terendah. 

(7) PIt. atau PIh. diberikan TPP tambahan, yang menjabat 
dalam jangka waktu paling singkat I (satu) bulan 
kalender. 

(8) Ketentuan mengenar 
dimaksud pada ayat (7), 

TPP 
yaitu: 

tambahan sebagaimana 

a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung 
yang merangkap sebagai PIt., Pih. atau penjabat, 

menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh 
persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai PIt. atau Plh. 
atau penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya; 

b. pejabat setingkat yang mcrangkap PIt,. Plh. atau 
penjabat jabatan lain menerima TPP yang lcbih tinggi, 
ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih 
rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang 
dirangkapnya; 

c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang 
berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang 
merangkap sebagai Pit. atau Plh. atau penjabat hanya 
menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi; dan 

d. TPP tambahan bagi ASN yang mcrangkap sebagai PIt. 
atau Pih. atau penjabat dibayarkan terhitung mulai 
tanggal menjabat sebagai Pit. atau PIh. atau penjabat. 

(9) ASN yang mengalami mutasi antar PD di lingkungan 
Pemerintah Daerah, TPP dibayarkan pada PD asal 
sebelum dianggarkan pada PD baru mulai bulan 
berikutnya. 

(10) Bagi ASN yang di mutasi atau diangkat dalam Jabatan 
struktural maupun Jabatan fungsional, TPP diberikan 
mulai bulan berikutnya setelah pelantikan dalam Jabatan 
terakhir. 

(II) Bagi ASN yang pindah ke Pemerintah Daerah. TPP 
diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu TPP 
sclama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat 
penempatan, dan setelahnya dibayarkan 100% (seratus persen). 

Pasai 8 

TPP tidak diberikan kepada ASN dilingkungan Pemerintah Daerah dalam hal: 
a. nyata-nyata tidak mempunyai tugas/Jabat / 3 s, a tan, pekerjaan tertentu pada PD; 
b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan: 
c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; 
d. diperbantukan/dipckeriakan pada instansi/lembaga Negara 

dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daer,[; 
e. cuti di luar tanggungan negara atau dalam beba'" 

untuk menjalani rasa persiapan pensiun. tugas 

Olp%d deg Len$ea 
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BAB V' 
PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR 

SIPIL NEGARA 

Pasal 9 

Pengurangan TPP dilaksanakan apabila ASN tidak: 
a. melakukan absensi; 
b. mencapai target kinerja; 
c. melaporkan LHKPN, 
d. melaporkan LHKASN; 
e. melaksanakan kewajiban sesuai keputusan TPTGR: 
f. melaporkan penerimaan Gratifikasi; atau 
g. mengembalikan aset Daerah yang sudah tidak menjadi hak 

penggunaannya. 

Pasa! 10 
(I) Absensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a 

dilaksanakan pada hari kerja: 
a. hari senin sampai dengan kamis: 

I. pagi paling lambat pukul 07.30 wita; dan 
2. sore paling cepet pukul 15.30 wita; 

b. hari jumat: 
l. pagi paling lambat pukul 06.30 wita; dan 
2. siang paling cepat pukul 12.00 wita; 

c. hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan huruf b, dikecualikan pada ASN yang memiliki 
tugas khusus dengan pengaturan jam kerja tersendiri. 

-- MA PERSENTASE 
TERLAMBATAN PENG URANGA 

N 
enit s.d.<3l menit 0,5% 
-·---- menit s.d.<6l mnenit 1o; 4 

nenit s.d.<9] menit I .25% 
-- menit dan 1,5% 

gisi daftar hadir 
uk kerja t 

---- 

hn, i4 
t 
TL3 '61+ 

,r. T"L�4�--�-l- 
f 

L I llh"I 

-as 

(2) Selain hari kerja scbagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dalam hal tertentu dapat dilakukan perubahan jam kerja 
yang ditetapkan oleh Bupati. 

(3) Pengurangan Tpp berdasarkan absensi sebagaimana 
dimaksud pada ayat () diberlakukan kepada: 
a. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka 

diberikan pengurangan TPP: 
I. sebesar 3% (tga persen) dari TPP beban kerja untuk 

setiap I (satu) hari tidak masuk kerja; dan 
2. paling banyak scbesar 100% (seratus persen) dar Tpp 

beban kerja untuk tiap I (satu) Dulan tidak masuk 
kerja. 

b. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjutan, 
maka diberikan pengurangan TPP beban kerja sebagai 
berikut: < 

KETERLAW TLi 
BATAN KE 
(Tu 4, 
' i% 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


L 

X 

e. ASN yang puln kerj scbclum waktunya pada bulan 
bcrjalan, diberikan pngurangan TP beban kerja 
scbaai berikut: 

' PULANG LAM --- -- - PERSENTASE 
SEBELUM MENINGGALKAN PENGURANGAN 
WAKTU PE.ERJAAN 
(Psw)_ SEBELUM WAKTUNYA 
PSWI r l mcnii s.c.l.<.11 mcnil 0,5% 

PW2 lg menit s.d.<61 mcnit 1% 

PSW3 61 menit s.d.<91 menit 1.25% 

PW 4 291 menit dan mengisi 1,55% 
daftar hadir pulang 
antor 

() Dalam hal ASN tidak masuk kerja karena sakit atau cuti 
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan 
menyampaikan alasan atau bukti pendukung yang sah, 
maka tidak dikenakan pengurangan Tpp. 

(5) Alasan atau bukti pendukung yang sah scbagaimana 
dimaksud pada ayat (4) berupa surat keterangan sakit atau 
surat cuti dari pcjabat yang berwenang. 

Pasal 1l 

Pengurangan TPP bagi yang tidak melaksanakan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c sampai dengan 
huruf g masing-masing sebcsar 25 % (dua puluh lima persen) 
dari beban kerja yang diterima dalam bulan bersangkutan. 

BAB VII 
PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR 

SIPIL NEGARA 

Pasal 12 

(1) Pembayaran Tpp setiap bulan dinilai berdasarkan 
produktivitas kerja dan disiplin kerja. 

(2) Pembayaran TPP scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dibayar berdasarkan : 
a. penilaian produktifitas kcrja scbcsar 70% (tujuh puluh 

persen) dari basic TPP;dan 
b. penilaian disiplin kerja scbesar 30% (tiga puluh persen) 

dari basic TPP. 

(3) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dilakukan berdasarkan: 
a. pelaksanaan tugas; dan/atau 
b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pclaksanaan 

tugas ASN yang dipimpinnya. 
(4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a antara lain: 
a. uraian tugas Jabatan; 
b. indikator kinerja utama, 
c. perjanjian kinerja;atau 
d. indikator kinerja individu. 
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(5) Pelaksanan tupas menetapkan sasaran dan target kinerja 
individu pada awal tahun angaran paling lambat mingg 
kedun Dulan Januari swtiap tahunnya. 

(6) Penilainn disiplin kerja schagaimana dimaksud pada 
yat (I) dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN. 

(7) Kehadiran ASN scbagaimana dimaksud pada ayat (6) pada 
sat masuk kerja dan pada saat pulang erja. 

(8) Dalam hal tidak tercapainya target kincrja ASN yang 
diakibatkan olch ketcrbatasan kemampuan keuangan 
Daerah untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sasaran 

· kinerja maka tetap dapat dibayarkan 100% (scratus persen). 

Pasal 13 

(I) Penilainn produktivitas kerja dan disiplin kerja scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal II ayat (3) dan ayat (4) untuk bulan 
Januari sampai dengan bulan Maret 2022 dilaksanakan 
sccara manual dan untuk bulan selanjutnya dilaksanakan 
melalui sistem clcktronik. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
scbagaimana dimaksud pada ayat (l) 
Keputusan Bupati. 

sistem elektronik 
ditetapkan dengan 

(3) Setiap ASN harus mclaporkan pelaksanaan tugasnya secara 
elektronik untuk mendapat penilaian dari pejabat penilai 
paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. 

(4) Penilaian dari pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada 
. ayat (3) paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja. 

(5) Dalam hal pejabat penilai berhalangan, penilaian menjadi 
tugas atasan pejabat penilai dan berlaku berjenjang ke atas. 

(6) Berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dikarenakan sakit, cuti dan alasan lainnya sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

BAB VII 
PENATAUSAHAAN 

Pasal 14 

(I) Rincian objek belanja pada kode rekening Tpp bagi ASN 
merupakan perkiraan dalam penganggaran. 

(2) Penyerapan anggaran disesuaikan dengan rincian 
kebutuhan yang tertera pada kolom uraian DPA 
SKPD/DPPA-SKPD 'DPA-PPKD/DPA-PPKD dan tidak 
mclcbihi pagu anggaran pada kode rekening berkenaan. 

(3) Uraian DPA-SKPD / DPPA-SKPD / DPA-PPKD / DPA-PPKD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tidak 
mengikat. 
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RAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa 15 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka: 
a. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten 
Badung Tahun 2021 Nomor 5;dan 

b. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah 
Kabupaten Badung Tahnn 2021 Nomor 30); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Dacrah Kabupaten Badung. 

Btcrapkan di Mangupura s 1 18 Pebruari 2022 

< 1UP, BADUIG, ::,;, .. 
• Z-U 

Diundangkan di Mangupura 
pada tanggal 18 Pebruari 202 
SEKRETARIS DAE H UPATEN BADUNG, 

\ .. ,. ,. e. IWA'AN ADI ARNAWA 
->  

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 12 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 
Setda. bupaten Badung, 

de Aste a udh a 
19720510 199903 1 008 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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